
INPUT PROSES BISNIS OUTPUT

MASYARAKAT
• Pelaku Usaha
• Pengguna layanan
• Masyarakat

S D M
SDM DPMPTSP

INFRASTRUKTUR
• potensi dan peluang 

usaha
• Mal Pelayanan Publik
• Kepatuhan pelaksanaan 

berusaha

PEMERINTAH
• Kebijakan/Regulasi
• Anggaran

MASYARAKAT
✔ perizinan cepat & 

sederhana
✔ investor berinvestasi
✔ Realiasiinvestasi/penana

man modal

S D M
Peningkatan SDM yang 
disiplin, berdedikasi, loyal 
dan beretos kerja

INFRASTRUKTUR
✔ Kepuasan masyarakat
✔ Kemudahan berusaha
✔ Izin Berusaha
✔ penyerapan tenaga kerja

PEMERINTAH
✔ Akuntabilitas Kinerja
✔ Kinerja yang beraskan  

kepatuhan dan ketaatan 
pada kebijakan

✔ meningkatkan 
pendapatan Asli daerah

U  T  A  M  A

M   A  N  A  J  E  R  I  A  L

P  E  N  D  U  K  U  N  G

PROMOSI 
PENANAM

AN 
MODAL

PEMBINA
AN DAN 
PENGAW

ASAN

Perencanaan 
Strategis 

Pengendalian 

Intern (SPIP)

Pengelolaan 
Akuntabilitas 
dan Kinerja

Administrasi Penunjang 
Organisasi (Umum, 

Keuangan, dan 
Kepegawaian)

Pengolahan data dan 
informasi

Ptsp.01.1 Ptsp.01.2

Ptsp.02.2

Ptsp.03.1

Ptsp.01.3

Ptsp.02.4

Ptsp.03.1

PELAYANAN 
PENANAM
AN MODAL

Ptsp.02.3

PENGEMBA
NGAN IKLIM 
PENANAMA
N MODAL

Ptsp.02.1



INPUT
PENGEMBANGAN IKLIM 
PENANAMAN MODAL

OUTPUT

MASYARAKAT
• Pelaku Usaha
• Pengguna layanan
• Masyarakat

S D M
SDM DPMPTSP

INFRASTRUKTUR
• potensi dan peluang 

usaha
• Mal Pelayanan Publik
• Kepatuhan pelaksanaan 

berusaha

PEMERINTAH
• Kebijakan/Regulasi
• Anggaran

MASYARAKAT
✔ perizinan cepat & 

sederhana
✔ investor berinvestasi
✔ Realiasiinvestasi/penana

man modal

S D M
Peningkatan SDM yang 
disiplin, berdedikasi, loyal 
dan beretos kerja

INFRASTRUKTUR
✔ Kepuasan masyarakat
✔ Kemudahan berusaha
✔ Izin Berusaha
✔ penyerapan tenaga kerja

PEMERINTAH
✔ Akuntabilitas Kinerja
✔ Kinerja yang beraskan  

kepatuhan dan ketaatan 
pada kebijakan

✔ meningkatkan 
pendapatan Asli daerah

U  T  A  M  A

M   A  N  A  J  E  R  I  A  L

P  E  N  D  U  K  U  N  G

Perencanaan 
Strategis 

Pengendalian 

Intern (SPIP)

Pengelolaan 
Akuntabilitas 
dan Kinerja

Administrasi Penunjang 
Organisasi (Umum, 

Keuangan, dan 
Kepegawaian)

Pengolahan data dan 
informasi

Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Dibidang 
Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota

Pembuatan Peta 
Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota



INPUT PROMOSI PENANAMAN MODAL OUTPUT

MASYARAKAT
• Pelaku Usaha
• Pengguna layanan
• Masyarakat

S D M
SDM DPMPTSP

INFRASTRUKTUR
• potensi dan peluang 

usaha
• Mal Pelayanan Publik
• Kepatuhan pelaksanaan 

berusaha

PEMERINTAH
• Kebijakan/Regulasi
• Anggaran

MASYARAKAT
✔ perizinan cepat & 

sederhana
✔ investor berinvestasi
✔ Realiasiinvestasi/penana

man modal

S D M
Peningkatan SDM yang 
disiplin, berdedikasi, loyal 
dan beretos kerja

INFRASTRUKTUR
✔ Kepuasan masyarakat
✔ Kemudahan berusaha
✔ Izin Berusaha
✔ penyerapan tenaga kerja

PEMERINTAH
✔ Akuntabilitas Kinerja
✔ Kinerja yang beraskan  

kepatuhan dan ketaatan 
pada kebijakan

✔ meningkatkan 
pendapatan Asli daerah

U  T  A  M  A

M   A  N  A  J  E  R  I  A  L

P  E  N  D  U  K  U  N  G

Perencanaan 
Strategis 

Pengendalian 

Intern (SPIP)

Pengelolaan 
Akuntabilitas 
dan Kinerja

Administrasi Penunjang 
Organisasi (Umum, 

Keuangan, dan 
Kepegawaian)

Pengolahan data dan 
informasi

Penyusunan strategi  
penanaman modal 

Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten /Kota



INPUT PELAYANAN PENANAMAN MODAL OUTPUT

MASYARAKAT
• Pelaku Usaha
• Pengguna layanan
• Masyarakat

S D M
SDM DPMPTSP

INFRASTRUKTUR
• potensi dan peluang 

usaha
• Mal Pelayanan Publik
• Kepatuhan pelaksanaan 

berusaha

PEMERINTAH
• Kebijakan/Regulasi
• Anggaran

MASYARAKAT
✔ perizinan cepat & 

sederhana
✔ investor berinvestasi
✔ Realiasiinvestasi/penana

man modal

S D M
Peningkatan SDM yang 
disiplin, berdedikasi, loyal 
dan beretos kerja

INFRASTRUKTUR
✔ Kepuasan masyarakat
✔ Kemudahan berusaha
✔ Izin Berusaha
✔ penyerapan tenaga kerja

PEMERINTAH
✔ Akuntabilitas Kinerja
✔ Kinerja yang beraskan  

kepatuhan dan ketaatan 
pada kebijakan

✔ meningkatkan 
pendapatan Asli daerah

U  T  A  M  A

M   A  N  A  J  E  R  I  A  L

P  E  N  D  U  K  U  N  G

Perencanaan 
Strategis 

Pengendalian 

Intern (SPIP)

Pengelolaan 
Akuntabilitas 
dan Kinerja

Administrasi Penunjang 
Organisasi (Umum, 

Keuangan, dan 
Kepegawaian)

Pengolahan data dan 
informasi

Penyediaan 
pelayanan terpadu 
perizinan dan non 
perizinan berbasis 
sistem pelayanan 
berusaha 
terintegrasi secara 
elektronik

Pemantauan 
pemenuhan 
komitmen 
perizinan dan 
non 
perizinan 
penanaman 
modal

Penyediaan 
layanan konsultasi 
dan pengelolaan 
pengaduan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan terpadu 
perizinan dan non 
perizinan

Koordinasi 
& 
sinkronisasi 
penetapan 
pemberian 
fasilitas/ins
entif daerah



INPUT
PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 
MODAL

OUTPUT

MASYARAKAT
• Pelaku Usaha
• Pengguna layanan
• Masyarakat

S D M
SDM DPMPTSP

INFRASTRUKTUR
• potensi dan peluang 

usaha
• Mal Pelayanan Publik
• Kepatuhan pelaksanaan 

berusaha

PEMERINTAH
• Kebijakan/Regulasi
• Anggaran

MASYARAKAT
✔ perizinan cepat & 

sederhana
✔ investor berinvestasi
✔ Realiasiinvestasi/penana

man modal

S D M
Peningkatan SDM yang 
disiplin, berdedikasi, loyal 
dan beretos kerja

INFRASTRUKTUR
✔ Kepuasan masyarakat
✔ Kemudahan berusaha
✔ Izin Berusaha
✔ penyerapan tenaga kerja

PEMERINTAH
✔ Akuntabilitas Kinerja
✔ Kinerja yang beraskan  

kepatuhan dan ketaatan 
pada kebijakan

✔ meningkatkan 
pendapatan Asli daerah

U  T  A  M  A

M   A  N  A  J  E  R  I  A  L

P  E  N  D  U  K  U  N  G

Perencanaan 
Strategis 

Pengendalian 

Intern (SPIP)

Pengelolaan 
Akuntabilitas 
dan Kinerja

Administrasi Penunjang 
Organisasi (Umum, 

Keuangan, dan 
Kepegawaian)

Pengolahan data dan 
informasi

Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pemantauan 
pelaksanaan 
penanaman modal

Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pembinaan 
pelaksanaan 
penanaman modal

Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pengawasan 
pelaksanaan 
penanaman modal



INPUT
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN MODAL OUTPUT

MASYARAKAT
• Pelaku Usaha
• Pengguna layanan
• Masyarakat

S D M
SDM DPMPTSP

INFRASTRUKTUR
• potensi dan peluang 

usaha
• Mal Pelayanan Publik
• Kepatuhan pelaksanaan 

berusaha

PEMERINTAH
• Kebijakan/Regulasi
• Anggaran

MASYARAKAT
✔ perizinan cepat & 

sederhana
✔ investor berinvestasi
✔ Realiasiinvestasi/penana

man modal

S D M
Peningkatan SDM yang 
disiplin, berdedikasi, loyal 
dan beretos kerja

INFRASTRUKTUR
✔ Kepuasan masyarakat
✔ Kemudahan berusaha
✔ Izin Berusaha
✔ penyerapan tenaga kerja

PEMERINTAH
✔ Akuntabilitas Kinerja
✔ Kinerja yang beraskan  

kepatuhan dan ketaatan 
pada kebijakan

✔ meningkatkan 
pendapatan Asli daerah

U  T  A  M  A

M   A  N  A  J  E  R  I  A  L

P  E  N  D  U  K  U  N  G

Perencanaan 
Strategis 

Pengendalian 

Intern (SPIP)

Pengelolaan 
Akuntabilitas 
dan Kinerja

Administrasi Penunjang 
Organisasi (Umum, 

Keuangan, dan 
Kepegawaian)

Pengolahan data dan 
informasi

Pengolahan, penyajian dan 
pemanfaatan data dan 
informasi perizinan dan 
nonperizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik



7

DPMPTSP.01.001 CFM.001
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

BKPM

DPMPTSP PROV

DPMPTSP

BAGIAN HUKUM

BAGIAN 
PEREKONOMIAN

BAPPELITBANGDA

DPU PR
DLH 

DINNAKER

OPD SEKTOR 
USAHA

DUNIA USAHA

PETA LINTAS FUNGSI/ CROSS FUNGSIONAL MAP (CFM)

Regulasi tentang 
Penanaman 

Modal

Pengembangan 
Iklim Penanaman 

Modal

Penyusunan 
Regulasi 
tentang

Penanaman 
Modal

Fasilitasi 
Penyusunan 

Regulasi 
tentang

Penanaman 
Modal

Penyusunan 
Juklak dan 

Juknis

Identifikasi dan 
Pendataan 

Informasi dan 
Kriteria Bidang 

Usaha

Data dan 
Informasi 

Potensi dan 
Kebutuhan 
Fasilitas/ 
Insentif 

Penanaman 
Modal

Pemberian 
Fasilitas/
Insentif 

Penanaman 
Modal

Pemanfaatan Fasilitas/
Insentif Penanaman 

Modal

Monev 
Penyeleng

garaan 
Kegiatan



8

DPMPTSP.01.002 CFM.002
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

BKPM

DPMPTSP PROV

DPMPTSP

BAGIAN HUKUM

BAGIAN 
PEREKONOMIAN

BAPPELITBANGDA

DPU PR
DLH

DINNAKER

OPD SEKTOR 
USAHA

DUNIA USAHA

PETA LINTAS FUNGSI/ CROSS FUNGSIONAL MAP (CFM)

Regulasi tentang 
Investasi Daerah

Promosi 
Penanaman 

Modal

Pemetaan 
Potensi 

Investasi

Penyusunan 
Juklak dan 

Juknis

Identifikasi dan 
Pendataan 

Informasi dan 
Kriteria Bidang 

Usaha

Data dan 
Informasi 
Potensi 

Penanaman 
Modal

Penetapan 
Peta 

Potensi 
Informasi

Pemanfaatan Peta 
Potensi Investasi

Monev 
Penetapan 

Peta 
Potensi 

Investasi



9

DPMPTSP.02.001 CFM.003
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota

DPMPTSP

BAGIAN 
PEREKONOMIAN

BAPPELITBANGDA

OPD SEKTOR 
USAHA

LEMBAGA/
PERGURUAN 

TINGGI/PIHAK 
KETIGA

DUNIA USAHA

PETA LINTAS FUNGSI/ CROSS FUNGSIONAL MAP (CFM)

Promosi 
Penanaman 

Modal

Penyusunan 
Bahan Promosi 

Penanaman 
Modal

Penyusun
an Juklak 

dan Juknis

Identifikasi dan 
Penyiapan 

bahan promosi 
Penanaman 

Modal

Data dan 
Informasi 
Potensi 
Bahan 

Promosi 
Penanaman 

Modal

Penetapan 
Bahan 

Promosi 
Penanaman 

Modal

Melaksanakan Kerja 
Sama dalam rangka 
Promosi Penanaman 
Modal (Pameran dan 

sejenisnya)

Evaluasi 
Promosi 

Penanaman 
Modal

Konsultasi bahan 
potensi promosi 

penanaman modal

Melaksanaka
n Promosi 

Penanaman 
Modal 

(Pameran 
dan 

sejenisnya) 
bersama 

Perangkat 
Daerah 
lainnya 

dan/atau 
Dunia Usaha



10

DPMPTSP.03.001 CFM.004
Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ 
kota

BKPM

DPMPTSP

OSS/SISTEM 
PELAYANAN

 PERIZINAN LAINNYA

BAGIAN HUKUM

BAGIAN 
PEREKONOMIAN

BAPPELITBANGDA

DPU PR
DLH

(REKOM IZIN 
PERSYARATAN DASAR)

OPD  TERKAIT
(REKOMTEK IZIN)

DUNIA USAHA

PETA LINTAS FUNGSI/ CROSS FUNGSIONAL MAP (CFM)

Regulasi tentang 
Penanaman Modal

Pelayanan 
Penanaman 

Modal

Penyusunan 
Juklak dan 

Juknis

Penyusunan 
Regulasi 
Daerah 
tentang 

Penanaman 
Modal

Penetapan 
Standar 

Pelayanan 
Publik

Penyusunan 
NSPK dan 
Standar 

Pelayanan 
Publik 

Pelaksanaan 
Pelayanan 

Perizinan dan 
Nonperizinan

Permohonan 
Perizinan dan 
Non Perizinan

Penerimaan 
Permohonan 

Perizinan dan Non 
Perizinan

Pemberian 
Rekomtek 
Perizinan

Penerbitan 
Izin

Evaluasi 
Pelayanan 
Perizinan/

Non
perizinan



11

DPMPTSP.04.001 CFM.005
Pengendalian Pelaksanaan  penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

BKPM

DPMPTSP PROV

DPMPTSP

OSS
 (MENU SUB 

SISTEM 
PENGAWASAN

BAGIAN HUKUM

BAGIAN 
PEREKONOMIAN

BAPPELITBANGDA

DPU PR
DLH 

OPD SEKTOR 
USAHA

DUNIA USAHA

PETA LINTAS FUNGSI/ CROSS FUNGSIONAL MAP (CFM)

Regulasi tentang 
Penanaman 

Modal

Pengendalian 
Pelaksamaam 

Penanaman Modal

Penyusunan 
Regulasi 
tentang 

Pengawasan
Penanaman 

Modal

Fasilitasi 
Penyusunan 

Regulasi 
tentang

Pengawasan 
Penanaman 

Modal

Penyusunan 
Juklak dan 

Juknis
Penetapan 

Bidang 
Usaha yang 

Diawasi

Pengawasan dan 
Pengendalian 

Penanaman Modal

Penyelenggara 
Penanaman Modal

Monev 
Penyeleng

garaan 
Kegiatan

Pelaksanan 
Pengawasan 

dan 
Pengendalian 
Penanaman 

Modal


